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BUPATI BATU BARA
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI BATU BARA
NOMOR     63   TAHUN   2017

TENTANG

PENGUATAN PERAN SERTA PERUSAHAAN DAERAH PT. PEMBANGUNAN BATRA 
BERJAYA DI KAWASAN PELABUHAN INTERNASIONAL KUALA TANJUNG DAN 

KAWASAN INDUSTRI DI KABUPATEN BATU BARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BATU BARA,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan Penguatan Peran Serta 
Perusahaan Daerah PT. Pembangunan Batra Berjaya 
dan membangun kemitraan yang kuat dengan berbagai 
perusahaan dikawasan Pelabuhan Internasional Kuala 
Tanjung dan Kawasan Industri. 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan 
Bupati Kabupaten Batu Bara tentang Penguatan Peran 
Serta Perusahaan Daerah PT. Pembangunan Batra 
Berjaya Di Kawasan Pelabuhan Internasional Kuala 
Tanjung Dan Kawasan Industri di Kabupaten Batu 
Bara.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 
Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4851);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2007 tentang 
Pembentukan Kabupaten Batu Bara di Provinsi 
Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2007 Nomor 7, Tambahan  Lembaran Negara 
Republik Indonesia 4681);
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3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang 
Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor  4756);

4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang 
Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4851);

5 . Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang 
Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia  Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052);

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang 
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5038);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Táhun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 
sebagaimana telah diubah bebérapa kali terakhir 
dengan Undang�-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5679);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang 
Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 28, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5281) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan 
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 tahun 2012 
tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5530);

9. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2011 tentang 
Master Plan Percepatan Perluasan Pembangunan 
Ekonomi Tahun 2011 – 2015;
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10. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang 
Percepatan Pelaksanaan Strategis Nasional (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4);

11. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 1 
Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan Yang 
Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Batu 
Bara;

13. Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 9 
Tahun 2013 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum 
Perusahaan Daerah Batu Bara Berjaya Menjadi 
Perseroan Terbatas Pembangunan Batra Berjaya 
(Lembaran Daerah Kabupaten Batu Bara Tahun 2013 
Nomor 9);

Memperhatikan : Anggaran Dasar PT. Pembangunan Batra Berjaya yang 
dituangkan dalam Akta Notaris Risna Rahmi Arifa, S.H 
Nomor 30 Tanggal 10 April 2014 dan Akte Perubahan 
terakhir Notaris Risna Rahmi Arifa, S.H Nomor 3 Tanggal 3 
November 2016 yang telah disahkan oleh Kementrian 
Hukum dan HAM RI Nomor : AHU-0137599. AH.01.11 
Tahun 2016.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGUATAN PERAN SERTA 
PERUSAHAAN DAERAH PT. PEMBANGUNAN BATRA 
BERJAYA DI KAWASAN PELABUHAN INTERNASIONAL 
KUALA TANJUNG DAN KAWASAN INDUSTRI DI 
KABUPATEN BATU BARA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Batu Bara.
2. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang 

memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia 
yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana 
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dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan 

pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan 

dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan 

prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana 

dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945.

4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara 

Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan 

pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

5. Bupati adalah Bupati Batu Bara. 

6. Perusahaan Daerah adalah Perseroan Terbatas Pembangunan 

Batra Berjaya yang selanjutnya disebut PT. Pembangunan Batra 

Berjaya adalah Perseroan Terbatas yang bergerak 

dibidang/usaha investasi, didirikan berdasarkan ketentuan 

Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

7. Badan Usaha adalah Badan Usaha Milik Daerah dalam hal ini 

PT. Pembangunan Batra Berjaya, Badan Usaha Swasta yang 

berbentuk perseroan terbatas, atau koperasi.

8. Kawasan Pelabuhan Hubungan Internasional dan Kawasan 

Industri Kuala Tanjung Kabupaten Batu Bara adalah proyek 

yang dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, 

dan/atau badan usaha yang memiliki sifat strategis untuk 

peningkatan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan 

dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan 

pembangunan daerah Kabupaten Batu Bara.

BAB II

TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2 

(1) Tujuan Peraturan Bupati ini adalah untuk :

Memberikan Penguatan Peran Serta Perusahaan Daerah PT. 

Pembangunan Batra Berjaya di Kawasan Pelabuhan 
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Internasional Kuala Tanjung dan Kawasan Industri di 

Kabupaten Batu Bara.

(2) Ruang lingkup bidang usaha di Pelabuhan Internasional Kuala 

Tanjung dan Kawasan Industri di Kabupaten Batu Bara 

adalah:

a. Bidang unit usaha kelistrikan;

b. Bidang unit usaha perikanan;

c. Bidang unit usaha minyak dan gas;

d. Bidang unit usaha kepelabuhan;

e. Bidang unit usaha perumahan;

f. Bidang unit usaha pertambangan;

g. Bidang unit usaha agribisnis;

h. Bidang unit usaha perindustrian;

i. Bidang unit usaha transportasi;

j. Bidang unit usaha pelayanan umum sarana air bersih;

k. Bidang unit usaha kimia; dan

l. Bidang unit usaha kepariwisataan.

BAB III

PENETAPAN MITRA USAHA BUMD PT. PEMBANGUNAN BATRA BERJAYA

 KABUPATEN BATU BARA

Pasal 3

Mitra Usaha PT. Pembangunan Batra Berjaya adalah :

a. Pemerintah;

b. Pemerintah Daerah/Pemerintah Daerah Lainnya;

c. Badan Usaha Milik Nasional;

d. Badan Usaha Milik Daerah lainnya;

e. Perusahaan swasta nasional/swasta asing.

Pasal 4

PT. Pembangunan Batra Berjaya berperan aktif dalam 

pemenuhan  bidang usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 

ayat (2). 
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BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati  ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah  
Kabupaten Batu Bara.

Ditetapkan di Lima Puluh
pada tanggal 13 September 2017

BUPATI BATU BARA,

ttd

OK ARYA ZULKARNAIN

Diudangkan di Lima Puluh
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATU BARA,

ttd

SAKTI ALAM SIREGAR

BERITA DAERAH KABUPATEN BATU BARA TAHUN 2017 NOMOR 

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

RAHMAD SIRAIT, SH
NIP. 19660707 198602 1001


